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Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda
perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata
barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian
terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasusini terjadi

permasal ahan dalam pembagian mengenai harta bersama yang menimbulkan perselisihan dalammenentukan
harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari Hakim untuk memutuskan
pembagian harta bersama setel ah terjadinya perceraian? Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan
studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada
penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. M etode pengolahan data dilakukan secara
kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatifanalisis. Dalam hal terjadi perceraian menurut
ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukum masing-
masing. Pada putusan Mahkamah Agung padatesisini memutuskan pembagian harta bersama merujuk pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh
selama perkawinan yang dibagi dua bagian sama besar untuk suami danistri. Agar tidak terjadi perselisihan
dalam menentukan harta bersama menurut Penulis sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk
memisahkan harta bawaan dan harta bersama serta membuat daftar perolehan harta masing-masing sebelum
dilangsungkannya perkawinan dan sepanjang perkawinan agar diketahui asalusul dari harta bawaan tersebut
sehingga memudahkan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan serta aturan lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah mengatur mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.

<hr>With the ongoing marriage caused one of the legal consequences of marital property. As aresult of
marriage breakdown due to divorce the division of marital property upon such property. In the case of a
dispute in determining post-divorce division of community property. How is the regulation and distribution
of joint property under legislation in force and the views Judge in deciding the division of joint property
after divorce? In thisresearch isastudy of itskind in terms of decision (Library Research) normative nature
of research which emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of data
processing done qualitatively so asto produce the data that is evaluativeanalytical. In the event of divorce
under the provisions of article 37 of Law No. 1 of 1974 community property governed by the laws of each.
These provisions give up on religious law, customary law or other laws to regulate post-divorce division of
community property. At the Supreme Court ruling on this thesis refer to the provisions of article 35 and
article 36 of Law No. 1 Tahun1974 and community property division based on the jurisprudence of the two
equally between husbands and wives. To avoid a dispute in determining the community property by author
should make an inventory of each husband and wife before marriage dilangsungkannya known for the origin
of the property isinherent to facilitate in determining the community property in marriage as well as further
stipulated in the Implementation Regulations of the division of community property for creation of uniform
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national laws.



